
BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha
yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi
kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;

b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian,
perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian
hukum dalam berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3724);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.

4. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau menganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus
menerus.

5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut dengan izin adalah pemberian izin
tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu
yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk
tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan
atau Pemerintah Daerah.

6. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau
gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan
penyelenggaraan otonomi daerah.

7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar
pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan
di bidang tertentu di Kabupaten Rokan Hilir.



BAB II
KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
a. lingkungan;
b. sosial kemasyarakatan; dan
c. ekonomi.

(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut,
udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau
ketertiban umum.

(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi ancaman terhadap:
a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada

di sekitar lokasi usaha.

BAB III
PERSYARATAN IZIN

Pasal 3

(1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
a. mengisi formulir permohonan izin;
b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta

pendirian usaha bagi yang berbadan hukum dan/atau badan;
c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah;
d. melampirkan fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU); dan
e. melampirkan fotokopi bukti pembayaran retribusi izin gangguan.

(2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:
a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
b. nama perusahaan;
c. alamat perusahaan;
d. bidang usaha/kegiatan;
e. lokasi kegiatan;
f. nomor telepon perusahaan;
g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam

menjalankan usaha; dan
i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
terhadap jenis-jenis usaha tertentu wajib memenuhi persyaratan khusus.



(2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemohon wajib
melampirkan dokumen untuk mengelola lingkungan hidup (Dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Surat
Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) sesuai dengan jenis usaha dan
besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan pada ayat (2) dikecualikan bagi usaha yang dapat diketahui
secara langsung tidak akan menimbulkan gangguan.

(4) Jenis-jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara
jelas, pasti dan terbuka.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam
lampiran keputusan kepala daerah tentang pemberian izin.

(3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib
disertai bukti pembayaran.

(4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15
(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan
dengan lengkap dan benar.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi
oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

BAB IV
KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

(1) Bupati mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin gangguan.

(2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Penunjukan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 7

Pemberi izin wajib :
a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan

terbuka;
b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak

diskriminatif;
c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam

melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;



f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal
permohonan izin belum memenuhi persyaratan;

g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi
persyaratan;

h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif
terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif
disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

Pasal 9

Pemohon izin wajib:
a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas

kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 10

Pemohon izin mempunyai hak :
a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan

tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah
ditentukan;

b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-
lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;

c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan

ramah;
e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai

standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai

mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 11

Pemberi izin dilarang:
a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan

terganggu;
b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan

yang diberikan;


